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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota 
Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4680);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama;



M EM U T U SK A N :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran 
keputusan in i;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana 
kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan 
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian 
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah 
Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
bertujuan:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan 
akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan d i : Kotamobagu 
pada tanggal : ^  JatvOan aoij
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LAMP1RAN KEPUTUSAN 
NOMOR : ° ^  TAHUN 2019 
TANGGAL : \A JANUARI 2019
Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

KOTAMOBAGU

IN D IK A T O R  KINERJA  

U T A M A
FO R M U LA SU M B E R  D A T A PE N A N G G U N G  JAW AB

Partis ipasi A n g k a ta n  

K e rja  P e re m p u a n

Jumlah partisipasi 
angkatan kerja 
perempuan /Jumlah 
angkatan kerja 
perempuan x 100%

Bidang Kualitas 
Hidup Perempuan 
dan Kualitas Hidup 
Keluarga

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Proporsi Kursi yan g  

d id u d u ki P e re m p u a n  

di D P R D

Jumlah Kursi 
Perempuan /  Jumlah 
total Kursi di 
Keanggotaan DPRD x 

100%

Bidang Kualitas 
Hidup Perempuan 
dan Kualitas Hidup 
Keluarga

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

T o ta l N ilai P ero leh an  

Evaluasi KLA

Jumlah Capaian KLA 
/  Target Capaian x 
100%

Bidang

Perlindungan Hak 
Perempuan, 
Perlindungan 
Khusus Anak dan 
Pemenuhan Hak 
Anak

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak

C a ku p an  p e n e g a k a n  

h u k u m  dari t in g k a t  

p en y id ika n  sam p a i 

d e n g a n  p u tu san  

p en g ad ila n  a ta s  

kasu s-kasu s  

kek e ra s a n  te rh a d a p  

p e re m p u a n  d an  a n a k

Jumlah Perkara yang 
diputuskan 
pengadilan dengan 
dasar perundang- 
undangan yang 
berkaitan dengan 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 
/Jumlah perkara 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 
yang di sidangkan x 
100%

Bidang
Perlindungan Hak 
Perempuan, 
Perlindungan 
Khusus Anak dan 
Pemenuhan Hak 
Anak

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak
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